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Abstrak
 

<div>Sistem peradilan pidana digambarkan sebagai sebuah sistem yang bertujuan menanggulangi kejahatan,

salah satu usaha masyarakat tetap mengendalikan kejahatan tetap berada dalam batas-batas toleransi yang

dapat diterimanya. Dalam persepsi sistem, berbagai badan penegak hukum saling terlibat dengan fungsi

yang berbeda-beda namun memiliki kesamaan tujuan. Indonesia sebagai negara dalam penyelesaian kasus

pidana, digambarkan melalui alat-alat negara yaitu penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan

pidana yang bekerja dalam suatu sistem terintegrasi dengan eksistensi kekuasaan melalui penggunaan

kekuasaan secara maksimal. Rangkaian peradilan pidana dimulai dari subsistem penyidikan di kepolisian,

penuntutan di Kejaksaan, persidangan di Pengadilan, hingga pembinaan di Pemasyarakatan. Dalam

pembahasan ini akan berfokus pada Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan. Penguatan

peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai salah satu alat negara dan pergeseran model pemidanaan

pasca KUHP baru dapat diuraikan lebih jauh melalui pendekatan prinsip nilai, kemanfaatan, dan efisiensinya

sebagai suatu solusi atas permasalahan hukum yang akan berlaku nantinya. Analisis pembahasan perubahan

KUHP terhadap peran PK ini nantinya meliputi isu kebijakan dan permasalahannya, termasuk analisis

dampak resiko <span style="text-align: justify;">kebijakan baru ini dengan diperbandingkan pada sistem

yang berjalan di negara lain.

......The criminal justice system is described as a system that handle crime, one of society's  efforts to keep

crime under control within acceptable limits of tolerance. In the perception of the system, various law

enforcement agencies are involved with each other with different functions </div><div>but have the same

goals. Indonesia as a country in resolving criminal cases is described through state tools, namely law

enforcement which is a criminal justice subsystem that works in an integrated system with the existence of

power through maximum use of power. The criminal justice series starts from the investigation subsystem at

the police, prosecution at the Prosecutor's Office, trial at the Court, to guidance at the Correctional Center.

At this time, we will focus on correctional services, especially probation service. Strengthening the role of

probation service as a state tool and shifting the model of punishment after the new Criminal Code can be

explained further through an approach to the principles of value, benefit and efficiency as a solution to legal

problems that will apply in the future. The analysis of changes to the Criminal Code regarding the role of the

probation service will later cover policy issues and problems, including analysis of the risk impact of this

new policy compared to systems operating <span style="text-align: justify;">in other

countries.</span></div>
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